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Konsep Permen LHK sebagai Tindak 
Lanjut PP No. 5 Tahun 2021

Saat ini KLHK tengah menyiapkan 1 konsep 
Permen LHK sbg TL PP 5/2021

Konsep Permen LHK tentang Penetapan Standar
Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Lingkungan Hidup dan Kehutanan à SEBAGAI
TINDAK LANJUT PASAL 6 AYAT (7) PP 5/2021



Materi Muatan Rpermen
tentangStandar Usaha PB LHK (1)

PB
Sektor
LHK

RESIKO MENENGAH TINGGI à
18 JENIS PB (NIB + STANDAR
SERTIFIKAT)

RESIKO TINGGI à 15 JENIS PB
(NIB + IZIN)

Berdasarkan Pasal 39 PP 5/2021, terdapat 35 Jenis Perizinan Berusaha
(PB) sektor LHK yang telah dianalisa tingkat resiko nya yaitu :

RESIKO RENDAH à 1 JENIS
PB (NIB)



35 JENIS PERIZINAN BERUSAHA
SEKTOR LHK

Bidang Pemanfaatan Hutan terdapat 5
(lima) jenis Perizinan Berusaha;

Bidang Pengelolaan Air
Limbah terdapat 4
(empat) jenis Perizinan
Berusaha;

Bidang Pengelolaan Limbah B3
terdapat 1 (satu) jenis Perizinan
Berusaha berdasarkan kegiatannya;

Bidang Pemanfaatan Tumbuhan
dan Satwa Liar terdapat 5
(lima) jenis Perizinan
Berusaha;

Bidang Pemanfaatan Jasa
Lingkungan di Kawasan
Konservasi terdapat 15 (lima
belas) jenis Perizinan
Berusaha;

Bidang Perbenihan Tanaman
Hutan terdapat 5 (lima) jenis
Perizinan Berusaha.



Pada Prinsipnya Rpermen
ini mengatur Penetapan
Standar Usaha Perizinan
Berusaha LHK pada 34
Jenis Perizinan
Berusaha LHK yang
TINGKAT RESIKONYA
MENENGAH (TINGGI)
MAUPUN RESIKO
TINGGI

Materi Muatan Rpermen
Tentang Standar Usaha PB LHK (2)

Catatan:

Perizinan Berusaha
dengan TK Resiko
Rendah (PB Pengolahan
Hasil Hutan Skala Kecil)
tidak diatur dalam
Rpermen ini krn pada
prinsipnya persyaratannya
hanya NIB saja BUKAN
SERTIFIKAT STANDAR
ATAU IZIN



Penetapan Standar Usaha PB LHK meliputi:
v Definisià istilah khusus yg digunakan
v Penggolongan Usahaà skala usaha besar/menengah/kecil
v Persyaratan Umumà persyaratan adm yg wajib dipenuhi
v Persyaratan Khusus Usahaà syarat teknis usaha
v Saranaà sarana/fasilitas minimun yg wajib dipenuhi
v Organisasiàkualifikasi SDM yg diperlukan
v Pelayananà Pelayanan minimum yg harus disediakan oleh pelaku usaha
v Manajemen Sistem Usaha à kegiatan usaha yang memerlukann prosedur

manajemen tertentu
v Penilaian Kesesuaian Pengawasanà prosedur dilakukanya pengawasan usaha

Materi Muatan Rpermen
Tentang Standar Usaha PB LHK (3)



Sebagai Pedoman Bagi Pelaku Usaha 

Dalam Pemenuhan Persyaratan dan
Pedoman Pemenuhan Kewajiban
Pasca Perizinan Berusaha diterbitkan

Bisnis Proses Standar Usaha 
Perizinan Berusaha LHK

Sebagai Pedoman Bagi Pemerintah

Dalam Menerbitkan Notifikasi atau Izin
Dalam Penilaian Persyaratan dan
Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan Pasca Perizinan
Berusaha Terbit



Selain 1 Permen LHK TL PP 5/2021, Dlm Rangka Mendukung Proses Perizinan Berusaha Dari
Sektor Lain Dalam Sistem OSS, KLHK Menyiapkan:
a. Rpermen LHK yang mengatur Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib AMDAL, UKL-

UPL dan SPPL, Tata Cara Sistem Sertifikasi Kompetensi AMDAL, Pembentukan
Lembaga Uji Kelayakan LH.

b. Rpermen LHK yang mengatur Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat
Kelayakan Operasional (Untuk Kegiatan Pengelolaan Air Limbah, Pembuangan Emisi).

c. Rpermen LHK yang mengatur Pemanfaatan Hutan Di HP Dan HL.
d. Rpermen LHK yang mengatur Pengelolaan Limbah B3.
e. Rpermen LHK yang mengatur Pemanfaataan Jasling Di KK.
f. Rpermen LHK yang mengatur Pemanfaatan TSL
g. Rpermen LHK yang mengatur Perbenihan Tanaman Hutan

Permen LHK Terkait Perizinan Berusaha



TERIMAKASIH


